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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang Masalah 

Kepemilikan terhadap harta benda dapat diperoleh melalui akad atau 

perjanjian yang memindahkan hak milik dari satu pihak ke pihak yang lain. 

Salah satu cara untuk memperoleh penguasaan atas harta adalah melalui 

hibah (Abdoeh 2020, 2). Secara etimologi, hibah berarti suatu bentuk 

pemberian. Sementara secara estimologi, hibah adalah suatu bentuk akad 

yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang untuk memberikan barang 

atau harta kepada pihak lain tanpa adanya imbalan, dan dilakukan saat 

pemberi masih hidup. Hal ini berbeda dengan pinjaman, di mana seseorang 

meminjamkan harta untuk digunakan oleh orang lain tanpa memberikan hak 

milik atas harta tersebut (Prasetyo 2018, 105).  

Hibah adalah salah satu bentuk peralihan hak milik secara sukarela 

yang terjadi antara pemberi hibah dan penerima hibah tanpa adanya imbalan 

atau balasan yang diterima oleh pemberi hibah. Hibah, sebagai suatu lembaga 

hukum, memiliki relevansi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam 

hukum perdata maupun hukum Islam. Penarikan hibah, yaitu usaha untuk 

membatalkan atau menarik kembali pemberian hibah yang telah dilakukan, 

menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama 

dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. 

Di Indonesia, hukum perdata yang mengatur tentang hibah diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang 

memberikan pedoman mengenai syarat, ketentuan, dan konsekuensi dari 

hibah. Sementara itu, hukum Islam, yang juga mengatur transaksi hibah, 

memiliki pandangan yang lebih berfokus pada asas kejujuran, niat baik, dan 

kepatuhan terhadap syariat dalam pelaksanaan hibah.  

(KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) pada Buku III Bab X 

mulai dari Pasal 1666 hingga Pasal 1693. Sebagaimana didefinisikan dalam 

Pasal 1666 KUHPerdata, hibah merupakan "suatu persetujuan dengan mana 
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si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma, menyerahkan sesuatu 

benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu" 

(Suroso 2021, 46). 

Di dalam QS. Al-Baqarah (2): 177 mengatur tentang hibah:  

لۡ 
 
ر وَٱ للََّّ

 
ٱ َّ مَنۡ ءَامَنَ بر لبِۡر

 
كرنَّ ٱ لمَۡغۡرربر وَلَ َٰ

 
قر وَٱ لمَۡشۡۡر

 
بَلَ ٱ ُّواْ وُجُوهَكُُۡ قر َّ ٱَن توَُل لبِۡر

 
َّيسَۡ ٱ يَوۡمر ل

ي ر  لنَّبر
 
لۡكرتَ َٰبر وَٱ

 
ئٓركَةر وَٱ لمَۡلَ َٰ

 
رر وَٱ لۡأخٓر

 
مَ ٰٰ  ۧٱ ليَََٰۡ َٰ

 
ََ ٰ وَٱ رۡ ُُ لۡ

 
ور  ٱ ََ رِ   ب ر ُُ  ٰ ََ ََ ََ لمَۡل

 
ََ ٱ  نَ وَءَا

لمُۡوفوُنَ 
 
ةَ وَٱ كَو ٰ لزَّ

 
ََ ٱ ةَ وَءَا لوَ ٰ لصَّ

 
رقلَبر وَٱَقلَمَ ٱ لر 

 
لئٓرلريَن وَفِر ٱ لسَّ

 
يلر وَٱ بر بۡنَ ٱ لسَّ

 
كريَن وَٱ لمَۡسَ َٰ

 
 وَٱ

ينَ صَدَ  ر لََّّ
 
ئٓركَ ٱ ِۗ ٱُوْلَ َٰ لبَۡٱأسۡر

 
يَن ٱ اءٓر وَحر َّ لضََّّ

 
لبَۡٱأسَۡلءٓر وَٱ

 
رينَ فِر ٱ بِر لصَّ َٰ

 
ْۖ وَٱ هَدُواْ ا عَ َٰ ََ

ِ
ۡ ا هِر ْۖ قوُ برعَهۡدر اْ

ُُونَ   لمََُّٰۡ
 
ئٓركَ هُُِ ٱ  ٧١١وَٱُوْلَ َٰ

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 
kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-
nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan 
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan 
menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila 
ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang 
benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. 

 
Para ulama mendefinisikan hibah sebagai suatu perjanjian atau akad 

yang menyebabkan perpindahan kepemilikan harta kepada orang lain secara 

sukarela, dan dilakukan oleh pemberi hibah saat ia masih hidup (Jannah 

2019, 88). 

Dasar hukum hibah tercantum Surah Ar-Rum ayat 38 Allah SWT 

berfirman: 

رْۖ  ل ر  َفَ  للََّّ
 
َِ ٱ ينَ يرُريدُونَ وَجۡ ر َ خَيۡۡ ل رلََّّ لِر َٰ ََ  ِۚ يلر بر بۡنَ ٱ لسَّ

 
سۡكريَن وَٱ لمۡر

 
ۥ وَٱ ُِ َُّ َُ  ٰ ََ رۡ ُُ لۡ

 
ا ٱ ََ

لمُۡفۡلرحُونَ  
 
ئٓركَ هُُِ ٱ  ٨٣وَٱُوْلَ َٰ

Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, 
demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam 
perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari 
keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung. 
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Dalam hadist bukhari juga dijelaskan tentang meminta kembali 

pemberian hibah yang dilakukan yaitu: 

ث ََ ثَ نَاَابْنَُطاَوُسٍ،َعَنَْأبَيِهِ،َعَنَْابْنَِعَبَّاسٍَحَدَّ ثَ نَاَوُهَيْبٌ،َحَدَّ نَاَمُسْلِمَُبْنَُإِبْ راَهِيمَ،َحَدَّ
كََٱلْكَلْبَِ هُمَاَقاَلَ:َقاَلََٱلنَّبَُِّصَلَّىَٱللَّهَُعَلَيْهَِوَسَلَّمَ:َ"ٱلْعَائِدَُفَِهِبَتِهِ رَضِيََٱللَّهَُعَن ْ

يَ عُودَُ فَِقَ يْئِهِ."َ)رَوَاهَُمُسََََََََََََََيقَِيءُ،َثََُُّ  
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah 

menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 
'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya 
bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang 
dimuntahkannya ke dalam mulutnya (HR: Bukhari: 7).  
 

Kemudian tentang hibah ini juga dibahas oleh Bukhari dalam 

riwayatnya sebagai berikut: 

و بْنر  رر ، عَنْ عََْ ر سَيْنٍ المُْعَلّ ر ُُ ، عَنْ  ثنََل ابْنُ ٱَبِر َدَر  ٍ لرٍ، حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثنَلَ مُحَمَّ حَدَّ

لُّ  : "لََ يََر ََ يثَ، قلَ رَ وَابْنر عَبَّلسٍ، يرَْفعََلنر الحَْدر ثنَِر طَلوُسٌ، عَنْ ابْنر عََُ شُعَيْبٍ، حَدَّ

يَّ  يَ عَطر جُلر ٱَنْ يعُْطر ي لرلرَّ ر  يعُْطر هُ، وَمَثلَُ الََّّ ي وَلََِ يملَ يعُْطر َ فر لََّ الوَْالِر
ِ
يهلَ، ا عَ فر ةً ثَُُّ يرَْجر

." )رَوَاهُ  رِ عَ قلَءَ، ثَُُّ َلَدَ فِر قيَْئر بر ا ش َ ََ
ِ
تََّّ ا َُ يهلَ، كََثَلَر الْكََْبر ٱَكَََ  عُ فر يَّةَ ثَُُّ يرَْجر العَْطر

)  البُْخَلرر ُّ
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar: telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Husain Al Mu'allim 
dari 'Amr bin Syu'aib: telah menceritakan kepadaku Thawus dari 
Ibnu 'Umar dan Ibnu Abbas - keduanya memarfukkan hadits ini- ia 
berkata: "Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan pemberian 
kemudian ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang bapak 
terhadap apa yang diberikannya pada anaknya. Dan perumpamaan 
seorang yang memberikan pemberian, lalu ia menariknya kembali, 
adalah seperti seekor kambing yang makan hingga kekenyangan dan 
muntah, lalu memakan muntahannya kembali." Abu Isa berkata: Ini 
adalah hadits Hasan Shahih. Asy Syafi'i berkata: "Tidak halal, bagi 
seorang yang telah menghibahkan sesuatu, lalu ia menariknya 
kembali. Kecuali bagi seorang bapak, maka ia boleh mengambil 
kembali apa yang telah diberikannya pada anaknya." Kemudian ia 
berdalik dengan hadits ini (HR Bukhari: 44). 
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Hibah adalah pemberian barang secara ikhlas tanpa mengharapkan 

imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki 

sepenuhnya oleh orang tersebut. Dalam perkembangan lebih lanjut dipakai 

kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta 

selainnya. Di dalam syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah 

pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup 

tanpa adanya imbalan apapun.  Secara prinsip, hibah merupakan salah satu 

tindakan hukum yang menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu barang 

dari pihak pemberi kepada pihak penerima. Sebagaimana zakat yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT, memberikan sebagian harta juga termasuk 

amalan sunnah yang mencerminkan kepedulian dan kasih sayang antar 

sesama. Oleh sebab itu, hibah juga dipandang sebagai perbuatan yang 

dianjurkan dalam islam (Adha et all 2024, 977). 

Ditinjau dari sudut hukum, ada perbedaan dalam cara Hukum Perdata 

dan Hukum Islam memahami konsep hibah. Pertama, menurut Hukum 

Perdata yang tercantum dalam Pasal 1666 BW, hibah diartikan sebagai suatu 

perjanjian di mana seseorang secara cuma-cuma menyerahkan suatu benda 

untuk dimanfaatkan oleh penerima hibah yang menerima penyerahan 

tersebut selagi mereka masih hidup. Kedua, dalam pandangan Hukum Islam, 

istilah hibah berasal dari bahasa Arab dan disebut dalam Al-Qur’an, yang 

secara umum mengandung arti pemberian berupa kebaikan atau keutamaan 

dari satu pihak kepada pihak lain dalam bentuk harta (Rahmawati 2023, 22). 

Apabila kita mengkaji pasal-pasal yang mengatur tentang hibah dalam 

hukum perdata, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur suatu hibah ada 

tiga macam, yaitu ada si penghibah, penerima hibah dan barang atau benda 

yang dihibahkan.  Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 

huruf g menyatakan bahwa hibah adalah pemberian seseorang kepada orang 

lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun dan dilaksanakan 

peralihannya ketika keduanya masih hidup. Sementara menurut KUH 

Perdata pasal 1666 menegaskan bahwa hibah merupakan pemberian 



5 
 

 
 

seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, sedangkan objek yang 

dihibahkan berupa benda yang bergerak maupun tidak dalam 

pelaksanaannya ketika pemberi hibah masih hidup (Harahap 2023, 307).  

Pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang telah berusia 

sekurang-kurangnya 21 tahun, memiliki akal sehat, dan bertindak tanpa 

adanya paksaan dari pihak manapun diperbolehkan untuk menghibahkan 

hingga sepertiga dari hartanya kepada individu atau suatu lembaga. Hibah ini 

dilakukan di hadapan dua orang saksi agar sah dimiliki oleh penerima. 

Sementara itu, dalam Pasal 210 ayat (2) menegaskan bahwa barang atau 

harta yang dihibahkan harus merupakan milik sah dari pihak yang 

memberikan hibah (Rusydi 2016,155). Dalam praktiknya, pemberian hibah 

terutama terhadap benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, diatur 

lebih lanjut dalam Pasal 1682 dan Pasal 1687 KUH Perdata. Ketentuan 

tersebut menyebutkan bahwa harus dilakukan dalam bentuk akta notaris. 

Proses hibah tanah yang sudah bersetifikat harus dilakukan di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang wilayah kerjanya mencakup lokasi 

objek tanah, yakni dalam lingkup kabupaten atau kota setempat (Suheri 

2010, 20). 

Pasal 38 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah, mengatur bahwa akta hibah harus dibuat dihadapan para 

pihak yang terlibat serta disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkewajiban menyerahkan akta yang telah 

dibuat beserta dokumen pendukungnya ke Kantor Pertahanan dalam jangka 

waktu paling lama tujuh hari untuk keperluan pendaftaran. Hibah itu sendiri 

memiliki konsekuensi berupa pengalihan hak kepemilikan suatu benda dari 

pemberi hibah kepada penerimanya. 

Memberikan harta benda kepada orang lain secara cuma-cuma 

sebagai bentuk hadiah merupakan salah satu tindakan hukum yang diakui 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun dalam 

Hukum Perdata Islam sebagai hibah. Beberapa orang menghibahkan 
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sebagian harta benda miliknya untuk digunakan sebagai mana mestinya dan 

banyak juga sebagian masyarakat menghibahkan harta benda miliknya 

kepada saudaranya sendiri misalnya (Febrianti, Ilyas 2021, 726-727). 

Peralihan hak atas tanah merupakan tindakan hukum yang bertujuan 

memindahkan kepemilikan tanah dari satu pihak kepada pihak yang lainnya 

secara sah. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), 

proses peralihan hak atas tanah harus di daftarkan untuk menjamin 

kepastian hukum. Antara lain, Jual Beli, Hibah, Warisan dan Wakaf adalah 

beberapa contoh perbuatan hukum yang menyebabkan peralihan hak atas 

tanah (Ronthi, 2018, 9).   

Peralihan hak kepemilikan tersebut berlaku sejak akad hibah 

dilangsungkan dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun yang ditentukan 

(Nurhidayatullah 2023, 33). Berdasarkan uraian diatas mengenai hibah, 

diperlukan kajian lebih mendalam guna memahami penyebab timbulnya 

gugatan terhadap pembatalan hibah. Dalam ketentuan hukum perdata, 

penarikan hibah dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

KUH Perdata, tetapi hal tersebut memerlukan alasan yang jelas dan sah 

untuk dibatalkan atau ditarik kembali. Sementara itu, dalam hukum Islam 

pemberian hibah dianggap sebagai perbuatan yang bersifat sukarela dan 

dilakukan dengan keikhlasan.  Penarikan hibah setelah diterima oleh 

penerima hibah memiliki batasan yang cukup ketat, kecuali terdapat keadaan 

yang memerlukan peninjuan lebih lanjut. 

Fenomena di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, 

Kabupaten Pesawaran, terjadi sengketa terkait penarikan kembali hibah oleh 

pihak penghibah. Sengketa ini bermula ketika Bapak Heri selaku pemberi 

hibah menyerahkan hibah berupa tanah kepada Bapak Adi sebagai penerima 

hibah. Tanah tersebut memiliki ukuran lebar 2,5 meter dan panjang 100 

meter, dan dihibahkan dengan maksud untuk dijadikan jalan akes. Alasan 

hibah tersebut diberikan adalah karena Bapak Heri berencana menjual 

tanahnya secara kavling yang berlokasi sekitar 30 meter dari pinggir jalan 
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raya, sehingga diperlukan akses jalan guna mempermudahkan keluar masuk 

kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Selain itu, jalan tersebut juga 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sukajaya Lempasing dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. 

Permasalahan muncul ketika pihak pemberi hibah memutuskan 

menarik kembali hibah yang telah diberikan. Penarikan tersebut terjadi 

karena si pemberi hibah bermaksud ingin menjual tanah miliknya yang 

terletak dipinggir jalan raya, termasuk bagian tanah yang telah dihibahkan 

sebelumnya. Selain itu, keputusan tersebut dipicu oleh tindakan penerima 

hibah yang telah memberhentikan anak dari pemberi hibah yang sebelumnya 

bekerja sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Haqqul Yaqin yang berada dibawah naungan yayasan 

milik penerima hibah. Yayasan tersebut berlokasi sekitar 100 meter dari 

jalan raya, dan akses untuk menuju yayasan itu harus melewati tanah yang 

telah dihibahkan.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka pemilihan judul ini 

berlandaskan pada upaya untuk menyajikan analisis yang komprehensif 

mengenai penarikan hibah, yang menggabungkan kajian hukum perdata dan 

hukum Islam. Pembahasan mengenai penarikan hibah ini sudah ada yang 

membahas namun kajian yang di teliti yaitu tentang pandangan hukum Islam 

perihal penarikan hibah namun berbeda dengan penulis yang akan 

membahas lebih mendalam tentang “Penarikan Tanah Hibah Menurut 

Hukum Perdata dan Hukum Islam”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penarikan 

tanah hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam? 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penarikan tanah hibah menurut hukum Perdata? 
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2. Bagaimana penarikan tanah hibah menurut hukum Islam?  

3. Bagaimana perbandingan penarikan tanah hibah menurut hukum Perdata 

dan hukum Islam? 

4. Bagaimana analisis perbandingan penarikan tanah hibah menurut hukum 

Perdata dan hukum Islam? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami penarikan tanah hibah menurut hukum 

Perdata. 

2. Untuk mengetahui dan memahami penarikan tanah hibah menurut hukum 

Islam. 

3. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan penarikan tanah hibah 

menurut hukum Perdata dan hukum Islam. 

4. Untuk menganalisis penarikan tanah hibah menurut hukum Perdata dan 

hukum Islam. 

1.5 Signifikansi Penelitian 

Penelitian mengenai penarikan tanah hibah di Desa Sukajaya 

Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran menurut 

hukum Perdata dan hukum Islam memiliki makna yang siginifikan dari 

berbagai aspek, baik secara teoritis, praktis, sosial, maupun hukum. Berikut 

adalah beberapa aspek yang menjelaskan signifikansi dari penelitian ini: 

1. Secara teoritis 

Pengembangan ilmu hukum: Penelitian ini memberikan kontribusi 

dalam memperluas pengembangan ilmu hukum, khususnya pada kajian 

hukum perdata dan hukum Islam tentang hibah. Dengan mengkaji 

mekanisme penarikan hibah menurut kedua sistem hukum ini, diharapkan 

hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum yang ada, baik 

dalam konteks hukum nasional maupun hukum keagamaan. 

Perbandingan antara hukum Perdata dan hukum Islam: Penelitian 

ini juga memiliki nilai penting dalam membandingkan antara penerapan 
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hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks hibah. Kajian ini penting 

untuk melihat sejauh mana kedua sistem hukum ini dapat berfungsi secara 

paralel atau bahkan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat yang 

mayoritas beragama Islam, tetapi juga mengakui kedudukan hukum 

negara. 

2. Secara praktis 

Penyelesaian sengketa hibah: Penarikan hibah dapat menjadi 

sumber sengketa antara pemberi dan penerima hibah. Penelitian ini 

sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang 

hak-hak masing-masing pihak berdasarkan hukum perdata dan hukum 

Islam. Ini akan sangat membantu dalam penyelesaian sengketa hibah, baik 

di pengadilan maupun melalui pendekatan musyawarah dan mediasi. 

Panduan bagi praktisi hukum: Penelitian ini memberikan wawasan 

praktis bagi praktisi hukum (seperti pengacara, notaris, atau mediator) 

dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan hibah, 

khususnya dalam konteks penarikan hibah. Pemahaman yang lebih baik 

mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur hibah menurut hukum 

perdata dan hukum Islam dapat meningkatkan kualitas penanganan 

sengketa hibah di masyarakat. 

1.6 Studi Literatur 

Untuìk meìnduìkuìng peìneìlitian ini, di peìrluìkan peìneìlitian-peìneìlitian 

seìbeìluìmnya yang beìrhuìbuìngan deìngan peìrtambangan atauì sisteìm uìpah. 

Beìrdasarkan peìngamatan peìnuìlis, topik yang peìnuìlis angkat teìlah dibahas 

oleìh peìnuìlis seìbeìluìmnya deìngan peìrmasalahan yang beìrbeìda. Peìnuìlis 

meìlakuìkan teìlaah puìstaka teìrhadap beìbeìrapa karya tuìlis ilmiah, diantaranya: 

1. Skripsi yang dituìlis oleìh Anggita yang beìrjuìduìl Peìnarikan Keìmbali Harta 

Hibah dalam Peìrspeìktif Huìkuìm Islam (Stuìdi Kasuìs di Deìsa Suìkajaya 

Leìmpasing Keìc. Teìluìk Pandan Kab. Peìnawaran) tahuìn 2017. Hasil 

peìneìlitian meìnjeìlaskan bahwa praktik peìnarikan keìmbali hibah yang 

teìrjadi di Deìsa Suìkajaya Leìmpasing, Keìcamataan Teìluìk Pandan, 



10 
 

 
 

Kabuìpateìn Peìnawaran adalah bapak Heìri meìmbeìrikan tanah miliknya 

keìpada bapak Adi yang beìruìkuìran panjang 100 meìteìr dan leìbar 2,5 meìteìr. 

Namuìn seìteìlah harta hibah teìrseìbuìt dibeìrikan teìrjadi peìrseìlisihan antara 

bapak Heìri (peìnghibah) dan bapak Adi yang meìnyeìbabkan bapak Heìri 

meìnarik keìmbali harta hibah yang teìlah dibeìrikannya (Anggita 2017, 5). 

Peìrbeìdaan peìneìlitian ini adalah peìneìlitian ini meìmbahas teìntang praktik 

peìnarikan keìmbali harta hibah di Deìsa Suìkajaya Leìmpasing Keìc. Teìluìk 

Pandan Kab. Peìnawaran dan teìntang pandangan huìkuìm Islam teìntang 

peìnarikan keìmbali harta hibah di Deìsa Suìkajaya Leìmpasing Keìc. Teìluìk 

Pandan Kab. Peìnawaran. Peìneìlitian ini juìga meìngguìnakan peìneìlitian 

lapangan yang beìrsifat deìskriptif analisis. Seìdangkan peìneìlitian yang akan 

peìneìliti teìliti meìngguìnakan peìneìlitian library reìseìarch (peìneìlitian buìkuì) 

dimana di dalam peìneìlitian ini meìmbahas teìntang konseìp hibah dalam 

huìkuìm peìrdata Indoneìsia (KUH Peìrdata) dan huìkuìm Islam dijeìlaskan, dan 

apa peìrbeìdaan meìndasar antara keìduìanya, huìkuìm Islam meìngatuìr 

teìntang hibah, khuìsuìsnya teìrkait deìngan peìnarikan hibah, huìkuìm peìrdata 

dan huìkuìm Islam meìnyeìdiakan meìkanismeì peìnyeìleìsaian seìngkeìta yang 

muìncuìl akibat peìnarikan hibah. 

2. Skripsi yang dituìlis oleìh Luìluì Heìra Wati yang beìrjuìduìl Tinjauìan Huìkuìm 

Islam Teìrhadap Peìnarikan Keìmbali Tanah Hibah Di Deìsa  Candiareìng 

Keìcamatan Waruìngaseìm Kabuìpateìn Batang tahuìn 2022. Hasil peìneìlitian 

meìngatakan bahwa dalam hal praktik peìnarikan keìmbali tanah hibah di 

Deìsa Candiareìng Keìcamatan Waruìngaseìm Kabuìpateìn Batang dilakuìkan 

oleìh tiga dari lima orang yang meìlakuìkan hibah. Peìnarikan hibah 

dilatarbeìlakangi oleìh beìbeìrapa faktor: peìruìbahan peìrilakuì, keìseìpakatan, 

peìmbeìrian imbalan, keìbangkruìtan, peìmbayaran huìtang, dan paksaan. 

Meìnuìruìt tinjauìan huìkuìm Islam bahwa praktik peìnarikan hibah tidak 

diboleìhkan dalam huìkuìm Islam, hanya saja dalam faktor keìseìpakatan yang 

dilakuìkan oleìh Bapak Casbari dan Bapak Rohim diboleìhkan dalam KHES 

dan dalam faktor peìruìbahan peìrilakuì peìneìrima hibah dari Bapak 
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Waryono dan Bapak Nuìr diboleìhkan dalam KU Peìrdata (Wati 2022, 6). 

Peìrbeìdaan peìneìlitian ini meìnganalisis praktik peìnarikan keìmbali tanah 

hibah seìrta faktor peìnyeìbab teìrjadinya peìnarikan keìmbali tanah hibah di 

Deìsa Candiareìng Keìcamatan Waruìngaseìm Kabuìpateìn Batang dan tinjauìan 

huìkuìm Islam teìrhadap praktik peìnarikan keìmbali tanah hibah di Deìsa 

Candiareìng Keìcamatan Waruìngaseìm Kabuìpateìn Batang. Seìdangkan yang 

peìneìliti analisis adalah konseìp hibah dalam huìkuìm peìrdata Indoneìsia 

(KUH Peìrdata) dan huìkuìm Islam dijeìlaskan, dan apa peìrbeìdaan meìndasar 

antara keìduìanya, huìkuìm Islam meìngatuìr teìntang hibah, khuìsuìsnya teìrkait 

deìngan peìnarikan hibah, huìkuìm peìrdata dan huìkuìm Islam meìnyeìdiakan 

meìkanismeì peìnyeìleìsaian seìngkeìta yang muìncuìl akibat peìnarikan hibah.  

3. Skripsi yang dituìlis oleìh Aryanda Ralgiarica Uteìrsa yang beìrjuìduìl Analisis 

Huìkuìm Islam Teìrhadap Puìtuìsan Hakim Teìntang Peìrkara Peìmbatalan 

Hibah (Stuìdi Pada Puìtuìsan Peìngadilan Agama Geìdong Tataan Nomor 

503/Pdt.G/2021/PA.Gdt) tahuìn 2023.  Hasil peìneìlitian meìnuìnjuìkkan 

bahwa, Puìtuìsan Majeìlis Hakim Peìngadilan Agama Geìdong Tataan puìtuìsan 

nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt Teìntang Peìrkara Peìmbatalan Hibah yang 

diajuìkan meìnyatakan bahwa guìgatan peìngguìgat tidak dapat diteìrima. 

Alasan tidak diteìrimanya peìrkara peìmbatalan hibah ini, kareìna guìgatan 

peìngguìgat beìrteìntangan deìngan Kompilasi Huìkuìm Ekonomi Syariah pasal 

714 dan pasal 720, maka hibah tidak dapat ditarik ke ìmbali. Dalam analisis 

huìkuìm Islam, puìtuìsan peìrkara nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt tidak 

seìsuìai deìngan kompilasi huìkuìm eìkonomi syariah bahwa orang tuìa 

meìmiliki hak uìntuìk meìnarik keìmbali hibah teìrseìbuìt seìlama anak teìrseìbuìt 

masih hiduìp, namuìn dalam guìgatan teìrseìbuìt suìdah dikeìtahuìi si peìneìrima 

hibah suìdah meìninggal. Seìlain ituì dalam Suìrat Al-Baqarah Ayat 256 

dikatakan bahwa meìneìkankan peìntingnya meìmbeìri deìngan tuìluìs dan 

ikhlas tanpa meìngharapkan puìjian atauì balasan dari manuìsia bahkan 

meìnarik keìmbali dari apa yang teìlah dibeìri, meìlainkan kareìna keìtaqwaan 

keìpada Allah (Uteìrsa 2023, 4). Peìrbeìdaan peìneìlitian ini meìnganalisis 
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puìtuìsan hakim Peìngadilan Agama Geìdong Tatan dalam meìmuìtuìs peìrkara 

Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt teìntang peìmbatalan hibah dan analisis 

Huìkuìm Islam teìrhadap puìtuìsan hakim Peìngadilan Agama Geìdong Tataan 

Nomor: 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt teìntang peìmbatalan hibah. Seìdangkan 

yang peìneìliti analisis adalah konseìp hibah dalam huìkuìm peìrdata 

Indoneìsia (KUH Peìrdata) dan huìkuìm Islam dijeìlaskan, dan apa peìrbeìdaan 

meìndasar antara keìduìanya, huìkuìm Islam meìngatuìr teìntang hibah, 

khuìsuìsnya teìrkait deìngan peìnarikan hibah, huìkuìm peìrdata dan huìkuìm 

Islam meìnyeìdiakan meìkanismeì peìnyeìleìsaian seìngkeìta yang muìncuìl akibat 

peìnarikan hibah.  

4. Skripsi yang dituìlis oleìh ST Najmia yang beìrjuìduìl Konseìp Hibah Meìnuìruìt 

Imam Syafi’I (Seìrah Teìrima dan Peìnarikan Keìmbali Harta Hibah) yang 

dilakuìkan pada tahuìn 2021. Peìneìlitian ini meìnuìnjuìkkan bahwa 1) Hibah 

meìnuìruìt Imam Syafi’I di satuì sisi peìrluì dipahami seìbagai hadiah atauì 

seìdeìkah dan disisi lain seìbagai peìmbeìrian yang meìmpuìnyai ikatan syar’I, 

2) Meìnuìruìt Imam Syafi’I harta hibah yang beìluìm dilakuìkan seìrah teìrima 

dianggap tidak sah, 3) Imam Syafi’I me ìlarang peìnarikan harta yang teìlah 

dihibahkan keìpada orang lain (Najmia 2021, 5).  

5. Skripsi yang dituìlis oleìh Leìly Harianty Tanjuìng yang beìrjuìduìl Peìnarikan 

Keìmbali Hibah Oleìh Ahli Waris Meìnuìruìt Kitab Undang-uìndang Huìkuìm 

Peìrdata (KUH Peìr) Dan Kompilasi Huìkuìm Islam (KHI) (Stuìdi Kasuìs Keìc. 

Deìlituìa Kab. Deìli Seìrdang) yang dilakuìkan pada tahuìn 2021. Hasil 

peìneìlitian meìnjeìlaskan bahwa peìnarikan keìmbali suìatuì hibah ialah 

peìrbuìatan yang diharamkan, meìskipuìn hibah yang teìrjadi antar duìa orang 

beìrsauìdara atauì suìami dan istri. Dalam Islam hanya meìmboleìhkan atauì 

meìmbeìnarkan jika hibah yang dilakuìkan adalah hibah orang tuìa teìrhadap 

anaknya. Oleìh kareìna ituì hibah yang suìdah dibeìrikan tidak boleìh ditarik 

keìmbali, hal ini cuìkuìp jeìlas beìrteìntangan deìngan KUH Peìrdata (Tanjuìng 

2021, 4).  
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6. Juìrnal dari Ruìsli eìt all, yang beìrjuìduìl Peìmbatalan Hibah dalam Huìkuìm 

Islam dan Peìrdata Indoneìsia dalam Teìori Peìrikatan yang dilakuìkan pada 

tahuìn 2023.Tuìjuìan dari peìneìlitian ini adalah uìntuìk meìnganalisis 

pandangan huìkuìm Islam dan huìkuìm peìrdata Indoneìsia teìrkait 

peìmbatalan hibah seìrta meìngeìksplorasi keìsamaan dan peìrbeìdaan antara 

keìduìa sisteìm huìkuìm teìrseìbuìt dalam konteìks ini. Meìlaluìi peìndeìkatan teìori 

peìrikatan, artikeìl ini meìlakuìkan analisis meìndalam teìrhadap landasan 

huìkuìm dan peìrsyaratan peìmbatalan hibah dalam keìduìa sisteìm huìkuìm. 

Hasil peìneìlitian ini meìngatakan bahwa pihak-pihak yang teìrlibat dalam 

transaksi hibah dapat meìngambil keìpuìtuìsan yang leìbih teìrinformasi dan 

meìminimalkan risiko peìrseìlisihan di masa deìpan. Seìlain ituì, artikeìl ini 

juìga meìmbeìrikan kontribuìsi pada liteìratuìr huìkuìm deìngan meìnggali 

peìrbandingan yang kompreìheìnsif antara keìduìa sisteìm huìkuìm dalam 

aspeìk yang speìsifik ini (Ruìsli 2023, 270). 

7. Juìrnal yang di tuìlis oleìh suìisno deìngan juìduìl “tinjauìan yuìridis normatif 

peìmbeìrian hibah danakibat huìkuìm peìmbatalan suìatuì hibah meìnuìruìt 

kompilasi huìkuìm islam ( khi ) dan kitab uìndang-uìndang huìkuìm peìrdata”. 

Peìneìlitian ini meìnuìnjuìkkan bahwa huìkuìm seìbagai kaidah atauì norma 

sosial yang tidak teìrleìpas dari nilai-nilai yang beìrlakuì dalam masyarakat. 

Keìluìarga seìbagai bagian dari masyarakat dapat meìmbeìrikan suìatuì ajaran 

yang baik dalam hiduìp beìrmasyarakat. Salah satuì peìrmasalahan yang 

seìring timbuìladalah meìngeìnai peìralihan harta dari orang tuìa keìpada 

anak-anaknya yang biasanya dalam beìntuìk hibah.dalam prakteìknya, 

banyak hibah yang dibeìrikan keìmuìdian dibatalkan oleìh peìmbeìri hibah 

deìngan beìrbagai alasan, misalnya si peìneìrima hibah beìrkeìlakuìan buìruìk 

atauì meìmiliki jiwa peìmboros. Hal ini dikeìtahuìi seìteìlah hibah ituì dibeìrikan. 

Padahal orang ituì seìbeìluìmnya meìnampakkan keìlakuìan baik namuìn 

keìmuìdian beìruìbah seìiring peìruìbahan waktuì. Seìcara meìndasar peìneìliti 

dalam peìneìlitian ini meìngguìnakan peìndeìkatan uìndang-uìndang ( statuìteì 

approach) deìngan meìneìlaah kitab uìndang-uìndang huìkuìm peìrdata dan 
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kompilasi huìkuìm islam seìrta peìratuìran peìmeìrintah nomor 37 tahuìn 1998 

teìntang peìratuìran jabatan peìjabat peìmbuìat akta tanah. Ruìmuìsan 

peìrmasalahan yang dibahas oleìh peìnuìlis adalahpeìmbeìrian hibah dan 

akibat huìkuìm peìmbatalan suìatuì hibah meìnuìruìt kompilasi huìkuìm islam ( 

khi ) dan kitab uìndang-uìndang huìkuìm peìrdata ( suìisno 2017, 16). 

8. Teìsis yang di tuìlis oleìh reìdha rahayuì deìngan juìduìl “peìmbatalan hibah 

puìsako tinggi yang teìlah di daftarkan oleìh mamak keìpala waris di 

peìngadilan neìgeìri keìlas ib pariaman”. Peìneìlitian ini meìnuìnjuìkkan bahwa 

peìneìlitian ini adalah: 1) puìsako tinggi di padang pariaman adalah harta 

yang di dapat seìcara tuìruìn teìrmuìruìn dari niniak mamak keì keìmankan, 

harta puìsaka tinggi dapat dihibahkan, caranya yaituì anggota kauìm yang 

teìrkait dalam harta puìsaka teìrseìbuìt haruìs meìnyeìtuìjuìi, laluì dikuìatkan oleìh 

niniak mamak. Apabila peìnghibahan di seìtuìjuìi para ahli waris haruìs 

meìnyeìrahkan dan di kuìatkan oleìh niniak mamak adat, seìteìlah di hibahkan 

boleìh di seìrtifikatkan, karna hibah teìrseìbuìt teìlah leìpas dari orang yang 

meìnghibahkan, keìcuìali di buìnyikan dalam hibah teìrseìbuìt bahwa hibah ini 

tidak boleìh di peìrjuìal beìlikan. 2) teìrjadinya peìnghibahan harta puìsaka 

tinggi puìtuìsan nomor 43/pdt.g/2018/pn.pmn yaituì: dikareìnakan rasa 

tangguìng jawab mamak kauìm keìpada anak pisang agar meìmpeìrbaiki taraf 

hiduìpnya deìngan dibeìrikannya hibah atas tanah puìsaka tinggi teìrseìbuìt 

yang seìmeìstinya dapat dijaga dan tidak meìlawan huìkuìm meìndaftarkan 

tanah hibah teìrseìbuìt uìntuìk dimiliki dan dikuìasai seìlama-lamanya oleìh 

anggota keìluìarganya dan keìtuìruìnannya. Dalam puìtuìsan nomor 

48/pdt.g/pn.pmn dikareìnakan adanya itikad tidak baik dari mamak yang 

pada waktuì ituì dipeìrcaya seìbagai keìpala waris yang seìcara diam-diam 

ingin meìnguìasai harta puìsaka tinggi teìrseìbuìt deìngan cara hibah-

meìnghibahkan dan juìal beìli atas tanah harta puìsaka tinggi yang 

diseìrtifikatkan meìruìpakan peìrbuìatan teìrceìla dalam adat. 3) puìtuìsan 

nomor 43/pdt.g/2018/pn.pmn peìrtimbangan hakimnya meìneìtapkan 

seìrtifikat hibah beìrteìntangan deìngan huìkuìm adat minangkabauì, hibah 
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teìrseìbuìt meìruìpakan hibah beìrsyarat, dan dalam puìtuìsan nomor 

48/pdt.g/2018/pn.pmn peìndaftaran hak milik atas tanah objeìk peìrkara 

dinyatakan peìrbuìatan meìlawan huìkuìm seìhingga peìrkara a quìo peìneìrbitan 

seìrtifikatnya tidak meìmeìnuìhi peìrsayaratan dalam peìralihan hak atas 

tanah puìsaka tinggi kareìna teìrguìgat buìkan anggota kauìm dari para 

peìngguìgat seìhingga peìneìrbitan seìrtifikat cacat huìkuìm kareìna adanya 

peìrbuìatan huìkuìm yang meìndahuìluìinya(rahayuì 2022, 2). 

9. Juìrnal yang di tuìlis oleìh khairuìddin deìngan juìduìl “peìrspeìktif kompilasi 

huìkuìm islam dan kuìh-peìrdata teìrhadap peìnarikan tanah hibah”. Peìneìlitian 

ini meìnuìnjuìkkan bahwa adanya masayarakat me ìnarik keìmbali tanah yang 

di hibahkannya, seìpeìrti tanah jalan, tanah peìrkantoran bahkan tanah 

peìmakaman, deìngan alasan meìmbuìtuìhkan uìang, seìhingga ia 

meìnyampaikan keìpada masyarakat, bahwa tanah yang dihibahkannya 

ditarik keìmbali, dan tanah teìrseìbuìt haruìs dibeìli deìngan harga yang 

diteìntuìkan. Seìdangkan tanah hibah di daeìrah peìrkantoran, maka tanahnya 

teìrseìbuìt juìga dibeìli oleìh peìmeìrintah. Padahal jika meìruìjuìk keì huìkuìm 

islam dan khi pasal 212 tanah yang dihibahkan tidak boleìh ditarik 

keìmbali, teìrleìbih lagi aceìh singkil meìruìpakan bagian dari aceìh seìrambi 

meìkah (khairuìddin 2022, 91 ). 

1.7 Kerangka Teori 

1.7.1. Peìnarikan Hibah dalam Peìrspeìktif Huìkuìm Peìrdata Indoneìsia 

Dalam hal peìnarikan keìmbali harta yang suìdah dihibahkan, apabila 

pihak yang meìmbeìrikan hibah suìdah meìnyeìrahkan hibahnya (harta) dan 

meìngajuìkan tuìntuìtan uìntuìk meìndapatkan keìmbali barang teìrseìbuìt, maka 

peìneìrima hibah beìrkeìwajiban meìngeìmbalikan barang yang dihibahkan 

teìrseìbuìt deìngan hasil-hasilnya teìrhituìng muìlai diajuìkannya guìgatan, atauì 

jika barang (harta) suìdah dijuìalnya, meìngeìmbalikan harganya pada waktuì 

dimasuìkkanya guìgatan, dan diseìrtai hasil-hasil seìjak saat ituì. Seìlain ituì, 

peìneìrima hibah diwajibkan meìmbeìrikan ganti ruìgi keìpada pihak peìmbeìri 

hibah atas beìban-beìban seìpeìrti hipotik atauì keìwajiban lainnya yang teìlah 
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dileìtakkan oleìhnya di atas beìnda-beìnda tidak beìrgeìrak, juìga seìbeìluìm 

guìgatan dimasuìkkan (Bobihuì 2023, 202).  

Syarat peìncabuìtan suìbsidi meìnuìruìt KUHP pada BW (Buìrgeìlijk   

Weìtboeìk) suìbsidi diteìtapkan pada Bab X Buìkuì III pasal 1666 hingga Pasal 

1693. Beìrdasarkan pasal 1666 BW, manfaat dipaparkan me ìnjadi: Hibah ialah 

keìseìpakatan dimana peìmbeìri meìmbeìrikan seìsuìatuì seìcara suìkareìla dan tidak 

dapat ditarik keìmbali keìpada peìneìrima seìlama hiduìpnya. Dalam pasal 1688 

BW, peìneìrima beìasiswa dapat meìncabuìt atauì bahkan meìmeìbeìrheìntikan 

beìasiswa, yakni: 

a. Dikareìnakan peìrsyaratan reìsmi beìaiswa tidak teìrpeìnuìhi. 

b. Jika peìneìrima teìlah meìlakuìkan keìjahatan yang dituìjuìkan uìntuìk 

meìmbuìnuìh teìrhadap peìnghibah.  

c. Bila peìneìrima hibah meìnolak meìmbeìri nafkah atauì bantuìan pada peìmbeìri 

hibah seìteìlah peìneìrima hibah jatuìh miskin (Puìtri 2023, 1403).  

Jika suìatuì hibah dicabuìt atauì ditarik keìmbali, seìmuìa barang hibah 

haruìs dikeìmbalikan beìrsih keìpada peìmbeìri, deìngan meìmpeìrhituìngkan 

biaya-biaya yang beìrkaitan deìngan beìnda ituì, seìsuìai deìngan keìteìntuìan KUH 

Peìrdata.  Jaminan uìntuìk hipoteìk atauì jaminan pinjaman. Peìneìrima haruìs 

meìmbayar seìgeìra seìbeìluìm harta dikeìmbalikan keì peìneìrima. Peìmbeìri liseìnsi 

dapat meìngajuìkan peìrmohonan keì peìngadilan uìntuìk meìmbatalkan hibah 

kareìna alasan beìrikuìt: 

a. Bila peìneìrima hibah tidak meìncuìkuìpi syarat yang diteìtapkanpada 

keìseìpakatan hibah.  

b. Bila orang teìrseìbuìt seìcara tidak seìngaja tuìruìt seìrta dalam suìatuì keìjahatan 

deìngan ancaman pidanamati atauì pada suìatuì peìrbuìatan yang diancam 

deìngan uìndang-uìndang lain, baik seìbagai tindak pidana mauìpuìn tindak 

pidana ringan atauì meìmbantuì peìlakuì. 

c. Keìtika peìneìrima hibah jatuìh dalam keìmiskinan dan peìneìrima   hibah tidak   

mauì meìmbantuì meìreìka seìcara finansial. Keìmuìngkinan meìneìrima 

keìuìntuìngan meìngabuìrkan yang meìngarah pada keìtidakpastian huìkuìm. 
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Seìlain   ituì, ini   juìga meìlanggar   isi   hak   milik.   Adanya   hak   atas 

keìuìntuìngan   hanya meìnuìnjuìkkan bahwa peìneìrimatidak meìmiliki keìkuìasaan 

peìnuìh. Hak ini tidak beìrsyarat seìolah-olah masih dimiliki oleìh peìmbeìri 

liseìnsi. Keìkuìasaan Peìmbeìri Liseìnsi tidak teìrbatas dan hak Peìmbeìri liseìnsi 

dapat diakhiri kapan saja.  Dari pe ìnafsiran di   atas dapat disimpuìlkan bahwa 

kompilasi   huìkuìm   Islam   dan   huìkuìm   peìrdata juìga meìmuìngkinkan 

peìneìrimaan manfaat dalam kondisi   yang be ìrbeìda, yang meìnjadi dasar hak 

peìneìrimaan teìrseìbuìt. 

1.7.2. Peìnarikan Hibah dalam Peìrspeìktif Huìkuìm Islam  

Seìcara huìkuìm Islam, meìnarik keìmbali hibah yang teìlah dibeìrikan 

meìruìpakan peìrbuìatan yang dilarang, bahkan hibah teìrseìbuìt teìrjadi antara 

duìa orang beìrsauìdara atauì  suìami  dan  istri.  Meìnuìruìt  Sayyid  Sabiq pada 

dasarnya hibah  adalah suìatuì beìntuìk  akad  yang pokok peìrsoalannya harta  

milik  seìseìorang  keìpada  orang  lain diwaktuì dia masih hiduìp tanpa adanya  

imbalan. Adapuìn  hibah  yang boleìh ditarik atauì diambil keìmbali hanyalah 

hibah yang dilakuìkan atauì dibeìrikan orang tuìa keìpada anaknya. Seìcara 

uìmuìm, tindakan meìngambil keìmbali harta hibah yang suìdah dibeìrikan 

dipandang seìbagai peìrbuìatan yang sangat tidak teìrpuìji dan teìrceìla, baik 

dalam pandangan masyarakat uìmuìm atauìpuìn dalam pandangan huìkuìm 

Islam. Meìnuìruìt Ulama Mazhab Hambali, hibah dideìfinisikan seìbagai 

peìmbeìrian suìatuì beìnda tanpa meìnjanjikan imbalan. Hibah ini meìruìpakan 

beìntuìk peìralihan keìpeìmilikan yang dilakuìkan oleìh orang deìwasa yang 

pandai teìrhadap seìjuìmlah harta yang dikeìtahuìi atauì yang tidak dikeìtahuìi 

namuìn suìlit uìntuìk meìngeìtahuìinya (Adha eìt all 2024, 985-986). 

Harta teìrseìbuìt beìnar ada, dapat diseìrahkan deìngan keìwajiban tanpa 

imbalan.  Dari peìngeìrtian teìseìbuìt di dalamnya meìmpuìnyai arti beìrpindahnya 

suìatuì keìpeìmilikan keìpada orang lain. Seìdangkan meìnuìruìt Ali Ahmad al-

Juìrjawi yang dikuìtip Masjfuìk Zuìhdi, bahwa Islam meìnganjuìkan agar uìmat 

Islam agar suìka meìmbeìri, kareìna deìngan meìmbeìri leìbih baik daripada 

meìneìrima. Peìmbeìrian haruìs ikhlas, tidak ada  pamrih  atau ì  motif  apa-apa,  
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keìcuìali  uìntuìk  meìncari  keìridhaan Allah dan uìntuìk meìmpeìreìrat tali 

peìrsauìdaraan atauì  peìrsahabatan. Adapuìn suìmbeìr al-quìr’an yang dijadikan 

peìtuìnjuìk adalah Q.S. Al-Baqarah: 262, Yaituì: 

ُُواْ مَن   ٓ ٱَنفَ عُونَ مَل ر ثَُُّ لََ يتُبۡر للََّّ
 
يلر ٱ لهَُمۡ فِر سَبر ُُونَ ٱَمۡوََٰ ينَ ينُفر ر لََّّ

 
ٓ ٱََ ٱ َّهُمۡ ٱَجۡرُهُِۡ  ا وَلََ ى ل

زَنوُنَ   مۡ وَلََ هُِۡ يََۡ مۡ وَلََ خَوۡفٌ َلَيَۡهر ر ندَ رَبّ ر  ٢٦٢عر
Artinya: Orang-orang yang meìnafkahkan hartanya di jalan Allah, keìmuìdian 

meìreìka tidak meìngiringi apa yang dinafkahkannya ituì deìngan 
meìnyeìbuìt-nyeìbuìt peìmbeìriannya dan deìngan tidak meìnyakiti 
(peìrasaan si peìneìrima), meìreìka meìmpeìroleìh pahala di sisi Tuìhan 
meìreìka. Tidak ada keìkhawatiran teìrhadap meìreìka dan tidak (puìla) 
meìreìka beìrseìdih hati. 

 
 Kareìna pada saat suìatuì barang dihibahkan, keìpeìmilikannya seìcara 

otomatis teìlah beìralih keìpada peìneìrima. Oleìh kareìna ituì, hibah yang suìdah 

dibeìrikan tidak boleìh ditarik keìmbali, ini diseìbabkan kareìna peìmbeìri hibah 

suìdah tidak meìmpuìnyai hak keìpeìmilikan lagi. Peìrmasalahan seìring timbuìl 

kareìna peìmbeìri meìlakuìkan peìmbeìrian hibah ituì seìcara lisan, dan salah satuì 

peìnjeìlasan dari saksi yang masih hidu ìp duìluì dilakuìkan dilakuìkan tanpa 

adanya buìkti teìrtuìlis atauì teìrcatat dikantor huìkuìm. Dalam huìkuìm di 

Indoneìsia, diatuìr dalam Kompilasi Huìkuìm Islam (KHI).KHI beìrisi atuìran-

atuìran teìntang huìkuìm peìrdata yang dikhuìsuìskan uìntuìk seìorang muìslim saja. 

Meìskipuìn suìdah diseìsuìaikan deìngan buìdaya masyarakat Indoneìsia, 

suìmbeìr uìtama dalam KHI teìtap meìruìjuìk pada Al-Quìr’an dan Hadist, seìrta 

seìcara hirarki meìngacuì keìpada peìratuìran peìruìndang-uìndangan yang 

beìrlakuì. Dalam 212 Kompilasi Huìkuìm Islam (KHI) dijeìlaskan bahwa tidak 

dipeìrboleìhkan meìngambil keìmbali barang hibah keìcuìali peìngambilan 

keìmbali barang hibah yang dilakuìkan oleìh orang tuìa keìpada anaknya. 

Keìboleìhan meìngambil keìmbali hibah dimaksuìdkan agar orang tuìa dalam 

meìmbeìrikan hibah keìpada anak-anaknya meìmpeìrhatikan nilai-nilai keìadilan 

(Adha eìt all 2024, 986). 

Peìnarikan keìmbali hibah dalam Islam meìruìpakan tindakan yang tidak 

dibeìnarkan uìntuìk dilakuìkan, kareìna peìmbeìrian hibah seìharuìsnya 
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didasarkan pada keìikhlasan hati baik dari peìmbeìri hibah, dari ahli waris 

mauìpuìn peìneìrima hibah yang dilakuìkan deìngan suìkareìla tanpa adanya 

paksaan dari pihak manapuìn. Hibah teìrseìbuìt dibeìrikan seìcara khuìsuìs, buìkan 

uìntuìk khalayak uìmuìm, seìbab peìmeìgangan deìngan tangan ituì tidak sah 

keìcuìali bila diteìntuìkan (dikhuìsuìskan) seìpeìrti halnya jaminan. Namuìn 

deìmikian, Imam Malik Asy-Syafi’i Ahmad dan Abuì Tsauìr meìnjeìlaskan bahwa   

hibah yang dituìjuìkan uìntuìk uìmuìm dan tidak dibagikan ituì sah.  Dalam 

keìhiduìpan beìrmasyarakat, kita hiduìp dalam sisteìm Neìgara Huìkuìm, dimana 

seìluìruìh tindakan masyarakat diatuìr oleìh Undang-uìndang yang beìrlakuì dan 

diteìtapkan oleìh keìpeìmimpinan yang sah dimata huìkuìm. 

Dalam kitab Undang-uìndang huìkuìm peìrdata, konseìp hibah beìrsuìmbeìr  

pada Pasal 1666 yang meìnyeìbuìtkan bahwa hibah meìruìpakan suìatuì 

peìrjanjian yang mana seìorang peìnghibah seìmasa hiduìpnya deìngan  cuìma-

cuìma dan  tidak  dapat  ditarik  keìmbali,  meìnyeìrahkan suìatuì barang uìntuìk 

keìpeìrluìan peìneìrima hibah yang beìrseìdia meìneìrimanya. Undang-uìndang 

hibah tidak meìngakuìi hibah yang dilakuìkan seìlain antara orang-orang yang 

masih hiduìp. Maksuìd Pasal ini adalah peìnarikan dalam huìkuìm positif tidak 

dipeìrboleìhkan peìngambil keìmbali harta hibah yang teìlah dibeìrikan (Adha eìt 

all 2024, 987). 

Apabila peìnarikan harta hibah ituì teìtap dilangsuìngkan dan 

meìmbeìrikan harta hibah teìrseìbuìt suìdah teìrdapat tambahan seìlama hibah 

suìdah dibeìrikan, seìbagaimana dijeìlaskan Pasal 1691  KUH Peìrdata yang 

meìnyatakan bahwa peìneìrima hibah wajib meìngeìmbalikan yang dihibahkan  

ituì  beìrsama deìngan  seìluìruìh hasil dan manfaatnya, yang dihituìng seìjak  hari  

guìgatan  diajuìkan  keìpada  pihak  peìngadilan.  Teìlah dijeìlaskan bahwa 

seìbeìluìm lahirnya Peìratuìran Peìmeìrintah No.  24  Tahuìn  1997  teìntang  

peìndaftaran Tanah, bagi meìreìka yang tuìnduìk keìpada Kitab Undang-uìndang 

Huìkuìm Peìrdata, akta hibah haruìs dibuìat dalam beìntuìk teìrtuìlis dari Notaris 

seìbagaimana yang diseìbuìtkan diatas (Adha eìt all 2024, 987). 
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Seìjak dibeìrlakuìkannya Peìratuìran Peìmeìrintah No. 24 Tahuìn 1997, 

seìtiap hibah yang beìrkaitan deìngan tanah dan banguìnan haruìs dilakuìkan 

deìngan Akta Peìjabat Peìmbuìat Akta Tanah (PPAT). Namuìn, peìmbeìrian   

teìrseìbuìt dalam praktik di masyarakat seìbeìluìmnya, adanya keìteìrbatasan 

uìntuìk biaya keì notaris dan meìreìka hanya meìnuìliskannya diseìcarik keìrtas. 

Hal ini dikareìnakan hibah teìrseìbuìt dibeìrikan seìcara suìkareìla oleìh   

peìnghibah seìrta tidak  ada paksaan dari pihak manapuìn dan disaksikan oleìh 

tokoh masyarakat dan beìbeìrapa warga seìteìmpat dan suìdah diseìtuìjuìi oleìh 

pihak keìluìarga (Adha eìt all 2024, 987). 

Disinilah keìsalahan yang kuìrang diceìrmati dan seìring tidak disadari 

oleìh masyarakat seìbagai peìneìrima hibah, seìrta masyarakat tidak teìrlaluì 

meìmikirkan aspeìk huìkuìm mauìpuìn dampak jangka panjang teìrhadap harta 

hibah teìrseìbuìt. Padahal tata cara, beìntuìk, isi akta-akta yang teìlah dibuìat oleìh 

PPAT (teìrmasuìk akta hibah), teìlah diatuìr dalam Peìratuìran Keìpala Badan 

Peìrtanahan Nasional  Reìpuìblik Indoneìsia No. 8 Tahuìn 2012 teìntang 

peìruìbahan atas Peìratuìran Meìnteìri Neìgara Agrarian/Keìpala Badan 

Peìrtanahan  Nasional No. 3 tahuìn 1997 teìntang  keìteìntuìan  peìlaksanaan  

peìratuìran  peìmeìrintah No. 24 tahuìn 1997 teìntang peìndaftaran tanah. Seìsuìai 

deìngan peìratuìran yang suìdah ada dan seìsuìai deìngan beìrjalannya waktuì 

kareìna masalah teìrseìbuìt timbuìl seìteìlah peìmbeìri hibah suìdah meìninggal 

duìnia dan peìngambilan keìmbali harta hibah teìrseìbuìt dilakuìkan oleìh ahli 

warisnya, maka masalah ini dianggap suìdah seìleìsai dikareìnakan tidak ada 

buìkti yang kuìat akan harta hibah teìrseìbuìt (Adha eìt all 2024, 987-988). 

 1.8 Metode Penelitian 

Meìtodeì peìneìlitian meìruìpakan cara atauì peìndeìkatan yang dilakuìkan 

oleìh peìneìliti uìntuìk meìneìmuìkan jawaban atas peìrtanyaan peìneìlitian yang 

diajuìkan (Suìyanto 2022, 2). Meìtodeì ini beìrtuìjuìan uìntuìk meìnghasilkan 

peìngeìtahuìan baruì atauì meìngonfirmasi peìngeìtahuìan yang suìdah ada (Efeìndi, 

Ibrahim 2018, 173). 
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1.8.1 Jeìnis Peìneìlitian 

Dilihat dari jenis penelitiannya penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif yang berfokus pada perlindungan merek 

terdaftar sebagai objek utamanya. Berdasarkan jenis penelitian 

hukum, tipe hukum normatif ini memuat aspek-aspek hukum seperti 

asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, 

dan perbandingan hukum (Seokanto 2018). Fokus utama penelitian 

ini adalah menganalisis penarikan tanah hibah menurut hukum 

perdata dan hukum islam.  

1.8.2 Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifat penelitiannya, macam-macam sifat penelitian 

itu terdiri dari penelitian eksploratoris, deskriptif, dan eksplanatoris.  

Berdasarkan macam-macam sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat 

deskriptif yaitu penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan, 

penyusunan, pengolahan serta penfasiran data terhadap masalah yang 

aktual (Seokanto 2018).  Penelitian ini bersifat deskriptif karena 

penelitian ini berfokus untuk menggambarkan dan menjelaskan 

penarikan tanah hibah menurut hukum perdata dan hukum islam. 

Melalui pendekatan deskripstif, penelitian ini bertujuan memberikan 

gambaran yang jelas mengenai perbandingan hukum perdata dan 

hukum islam pada penarikan hibah. 

1.8.3 Sumber Data 

Pada umumnya di dalam penelitian data dibedakan menjadi 2 

jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau penelitian 

ini dari bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder itu 

penjelasan dari bahan-bahan yang biasanya tertulis untuk 

menjelaskan apa yang dihasilkan dari bahan hukum primer (Seokanto 

2018). Data sekunder terdiri dari: 
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1. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan 

yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, yaitu: 

a. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) pasal 1320, 

pasal 1338, pasal 1666. pasal 1667, pasal 1668, pasal 1670, pasal 

1682 dan  pasal 1688. 

b. Kompilasi hukum islam (KHI) pasal 171 huruf g, pasal 210 ayat 

(1), pasal 210 ayat (2), pasal 210 ayat (3), pasal 211, pasal 212, 

pasal 213 dan pasal 214. 

c. UU No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok 

agraria (UUPA) dan UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan 

agama jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 

d. PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan PP No.18 

tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan 

rumah susun dan pendaftaran tanah 

2. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer mencakup buku dan 

jurnal penelitian yang relevan. 

3. Bahan hukum tersier, merupakan penjelasan untuk istilah yang 

tidak ada di undang-undang. Bahan hukum tersier dapat ditemukan 

dalam kamus hukum. Ensiklopedia hukum dan sumber internet 

terpercaya. 

1.8.4 Teknik Peìnguìmpuìlan Data 

Sebagaimana telah diketahui, dalam penelitian umumnya dikenal 
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beberapa metode pengumpulan data yaitu Studi kepustakaan, Studi 

pengamatan atau lapangan, dan wawancara. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, cara pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu Studi 

Kepustakaan atau studi dokumen melalui penulusuran literatur akademik 

serta penelusuran internet untuk mendapatkan data dari hasil penelitian 

karya ilmiah, jurnal, artikel yang relevan atau sejalan dengan permasalahan 

penelitian ini. 

1.8.5 Analisis Data 

Data dalam penelitian terdapat dua macam pendekatan untuk 

menganalisis yaitu ada Kuantitatif dan juga Kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan apa yang dipaparkan oleh narasumber ataupun responden 

secara lisan atau tertulis, serta perilaku yang nyata.  Dengan pendekatan 

kualitatif maka penulis akan memahami dan mengerti gejala yang akan 

diteliti oleh penulis.  Berdasarkan penjelasan tersebut, data dalam penelitian 

ini akan dianalisis melalui pendekatan Kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan pendeketan kualitatif guna menganalisis secara mendalam 

mengenai penarikan hibah menurut hukum perdata dan hukum islam. 

1.8.6 Cara Pengambilan Keputusan 

Kesimpulan yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan ditarik 

dengan metode deduktif (umum-khusus), yaitu metode penalaran yang 

menarik kesimpulan yang bersifat umum mengarah pada kesimpulan yang 

bersifat khusus. Metode ini akan dilakukan dengan cara menganalisis 

mengenai fenomena atau permasalahan umum terkait penarikan tanah 

hibah menurut hukum perdata dan hukum islam. 

 

 

 

 

 

 


